BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 18

TAHUN 2019

Menimbang :

Mengingat

o 1.

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2019
TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2023;

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1469);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);



Menetapkan :

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 3), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 1);

7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019-2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai wunsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan
Daerah periode 20 (dua puluh) tahun.



6.

10.

(1)

(2)

(1)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan
daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk periode 5 (lima) tahun
terhitung sejak tahun 2019 sampai tahun 2023.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat
RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah
daerah yang dibahas dan dsetujui bersama oleh Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Barat dan DPRD yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2023 merupakan
penjabaran RPJMD 2019-2023.

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan Renja
Perangkat Daerah.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika penulisan
sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
1.1 latar belakang
1.2 landasan hukum
1.3 maksud dan tujuan
1.4 sistematika Penulisan

BABII : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1 tugas, fungsi, dan struktur organisasi Perangkat
Daerah
2.2 sumber daya Perangkat Daerah
2.3 linerja pelayanan Perangkat Daerah
2.4 tantangan dan peluang pengembangan pelayanan
Perangkat Daerah

BABIII : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH
3.1 identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan
fungsi pelayanan Perangkat Daerah



(2)

(3)

(4)

BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB VII

BAB VIII :

3.2 telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4 telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis

3.5 penentuan isu-isu strategis

TUJUAN DAN SASARAN
4.1 tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat
Daerah

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan
strategi dan arah kebijakanPerangkat Daerah dalam
lima tahun mendatang

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

pada bagian ini dikemukakan rencana program dan
kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan
pendanaan indikatif.

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja
Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan
kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam
lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun oleh Kepala Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sebelum ditetapkan dilakukan verifikasi oleh Bappeda.

Uraian format Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat

(1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



Pasal 4
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 21 Mei 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,
ttd.

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 21 Mei 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,
ttd.

Hj. BAIQ EVA NURCAHAYA NINGSIH

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135



